
BUPATI PINRANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI PINRANG 
NOMOR 1$ TAHUN 2023 

TENT ANO 

DUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, llJGAS DAN FUNGSI 
SERT TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA 

BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERUNDUNGAN ANAK 

DENGAN RAHMAT 11.JHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PINRANO, 

Menim,b,'f'S 

Menginga 

a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi, Serta Tu.ta Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak te!ah ditetapkan dengan Peratunm 
Bupati Pinrang Nomor 58 tentang Kedudukan, Suaunan 
Organis.asi, Tugaa dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 
Pengendalian Pcnduduk, Keluarga Berencana, 
Pembcrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

b. bahwa Peraturan Bupab sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, sudah tidak eeeuel lagi dengan pcrkembangan 
dinamika pcnyelc:nggaraan pemerintahan daerah scna 
perkcmbangan pcraturan pcrundang-undangan dan 
kebutuhan pcnyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas 
Pengendalian Pcnduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
schingga pcrlu diganti; 

c. bahwa bcrdaaarkan pcrtimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, pcrlu 
menetapkan Pe:raturan Bupati tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi scrta Tata Kerja 
Dinas Pcngendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

l . Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcntang 
Pcmbentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pe:ratunm Pe:rundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
bcberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua At.as Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pe:mbcntukan 
Peraturan Perundang-undanga.n (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 680 I); t 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tcntang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub!ik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebegaimana telah diubah beberapa kaU, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Penetapan Pcratumn Pcmerintah Pengganti Undang· 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tamba.han Lembara.n 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ten tang 
Administrasi Pcmerintahan (Lembanrn Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), 
sebagaimana tclah diubah beberapa kali, tcrakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
Pcnetapan Peraturan Pemerintah Pc:ngganti Undang­ 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerje 
menjadi Undang·Undang jLembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republilc Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Deerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah {Lemberan Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

7. Pc:raturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil {Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tcntang Perubahan 
etas Peraturan Pemenntah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6477); 

8. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan 
Refonnasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang 
Sistem Kerja pada lnstanai Pemerintah untuk 
Penyederhanaan Birokrasi (Serita Negara Rc:publik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 
2020 tentang Pembentukan dan Susunan Pc:rangkat 
Deerah (Lembaran Dac:rah Kabupaten Pinrang Tahun I 2020 Nomor 6). 
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Menetap 

MEMUTIJSKAN: 

PERATIJRAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN 
OROANISASI, TUGAS DAN PUNOSI SERTA TATA KERJA 
DINAS PENGENOALIAN PENDUDUK, KE WARGA 
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 
PERUNDUNGAN ANAK. 

BAB! 
KETENTIJAN UMUM 

Pase.I I 
Da1am r;aturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
I. Dae adalah Kabupaten Pinrang. 
2. Bupa · adalah Bupati Pinrang. 
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang. 
4. Peret ran Bupati adalah Peraturan Bupati Pinrang. 
5. Dina adalah Dinaa Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana. 

Pem rdayaan Perempuan den Perlindungan Anak Kabupaten Pinrang. 
6. Oinas adalah Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga 

a, Pemberdayaan Perempuan den Perlindungan Anak 
' ten Pinrang. 

7. t Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkal PPK adalah 
t yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, 

pcm dahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan 
mana emen ASN d1 instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan 
perat ran perundang-undangan. 

8. Peja t Pembina Kepegawaian yang selanjutnya diaingkat PPK adalah 
Bupa · Pinrang. 

9. Apa.ra ur Sipil Negara adalah istilah kelompok profesi bagi pegawai­ 
pega · yang bekerja pada lnstansi Pemerintah baik di tingkat Pusat 
maup Daerah. 

10. Peja i yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat 
yang empunyai kewenangan me[aksanaken proses pengangkatan, 

ahan, den pemberhentian Pegawai ASN 9C8Uai dengan 
an peraturan perundang-undangan. 
k Jabatan Fungsional adalah kelompok jabata.n yang berisi 
dan tugae berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 

berda rkan pada keahlian den keterampilan tertentu. 
12. Togas adalah lkhtisar dari keseluruhen tugas jabatan. 
13. Fung adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas. 
14. Urai tugas adalah pe.paran atau bentangan atas semua tugas 

jaba yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang 
jaba 

BAB II 
KEDUDUKAN 

Pasal 2 
Dines se mana dimaksud dalam Pasal l angka 5, dipimpin oleh Kepala 
Dina& yen berada di bawah den berta.nggungjawab kepada Bupati melalui 
Sekretaria Daerah. ' 
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BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

,. 
d. ,. 
r. 
g. 

(2( 

dari 

Paoal3 
(I) Sus an Organisaai Dinas terdiri atas : 

a. pa]a Dinas; 
b. ekTetariat Dinas terdiri atas: 

Subbagtan Program; 
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan 
Subbagian Keuangan. 

rdang Pengendalian Penduduk; 
idang Pengembangan Sumberdaya dan lnforrnaai Keluarga; 
idang Keluarga Berencana; 
"dang Pemberdayaan Perempuan; dan 

ompok Jabatan Fungsionaldan Pelaksana. �:t• Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat fl) 
t tum dalam lampiran yang merupe.kan bagian tidak terpisahkan 

raturan Bupe.ti ini. 

BAB IV 
TI.JGAS, FUNOSI DAN URAJAN TI.JOAS 

Bagi.an Kcaatu 
Kcpala Dinas 

...., 4 

b. 

a. 

,. 

d. ,. 

(I) Ke 

mcnj 
olch 

(2) Untu 
Ko 

Dinas mempunyai tugaa memba.ntu Bupati menyelenggarakan 
pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga 

, a, Pemberdayaan Perempuan dan Per!indungan Anak yang 
di kewenangan Daerah dan tugaa pembantuan yang diserahkan 
upati kepadanya. 
melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada ayat (IJ, 
Dinaa menyelcnggaraka.n rungei : 
muaan kebijaka.n urusan pemerintahan Bidang Pengendalian 

duduk, Ke\uarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
indungan Anak, 

aksanaan kebijakan urusan pemcrintahan Bidang Pengendahan 
duduk, Kcluarga Bcreneana, Pcmberdayaan Perempuan dan 

lindungan Anak; 
il:sanaan, monitoring, evaluasi dan pclaporan urusan 

crintahan Bidang Pengendalian Penduduk, Kcluarga Berencana, 
bcn:layaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

' aanaan adminiatraai Dinaa; dan 
clenggaraan fungal lain yang diberikan olch pimpinan eeeuai 

de ' tugas dan fungsinya. 
{3J U tugas Kcpala Dinas scbagaimana dimakaud pada ayat (1), 

mchp ti: 
a. m oyusun rencana kcgiatan dinaa 8Cbagai pcdoman daJam 

pc aanaan tugaa; 
b. m;: diatribu1:1ikan dan mcmbcri petunjuk pclaksanaan tugas; 
c. m , tau, mcngawasi dan mengevaluasi pclaksanaan tugas 

Ii p Dinas agar mcngctahui perkcmbangan pclaksanaan tugas; 
d. menyueun rancangan, mcngorekai, mcmaraf dan/atau 

m nandatangani naskah dinas; ' c. m gikuti rapat-rapat aeauai bidang tuga.snya; 
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f. crumuskan dan menetapkan Rencana Strategis, Rcncana Kcrja 
d Rencana Kerja Anggaran Dinas; 

g. rumuskan kcbijakan teknis di b1dang Pengendalian Penduduk, 
K Juarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perllndungan 

h. rdinir penyclenggaraan Survey Kepuasan Ma.syarakat da1am 
gkup Dines; 

i. lakukan pembinaan terhadap penyusunan laporan Standar 
layanan Minimal di bldang Pengendalian Penduduk, Keluarga 
rencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ; 

j. lakukan koordinasi dan konsultasi dengan Kementetian, 
mcrintah Provins! dan Satuan Kerja Perangkat Daerah unit kcrja 

te kait dalam rangka kelancaran tu gas; 
k. netapkan Standar Pelayanan dalam lingkup Dines; 
I. hibina pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemcrintah 

d lingkup Dina.s, 
m. m ngoordinir penyusunan Laporan Kinerja lnstanai Pemerintah ,; 
n. m lakukan pembinaan tcrhadap penyuaunan Standar Operaaiona.l 

Pol>a,dur dalam lingkup Dinas; 
o. nyelcnggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 

yclcnggaraan kebjjakan teknia di Bidang Pengcndalian 
duduk, bidang Pengcmbangan Sumberdaya dan lnrormaai 
uarga, bidang Keluarga Berencana dan Pembinaan Ketenagaan, 

bidang Pemberdayaan Perempuan; 
p. yelenggarakan koordinasi dan konaultasi dengan lembaga 

pc*erintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
u san Pemerintahan bidang Pcngendalian Pcnduduk, Keluarga 
B ncana dan urusa.n Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

• 
q. m nilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

Pe turan Per Undang-undangan; 
r. m nyuaun laporan hasil pelakaanaan tugas Kepala Oinas dan 

m mberika.n saran pertimbangan kepada Ataaan sebagai bahan 
pe muaan kebijakan; dan 

a. m yelenggarakan tugas kcdinaaan Jain yang diperintahka.n ataaan 
se uai dengan bidang tugaanya. 

Bagian Kedua 
Sekretariat ...... , 
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c. 
�:;:irdinasian 

urusan umum, kepegawaian, dan hukum dalam 
linrup Omaa; 
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. 5. 
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rindan tugas dan 
Pro&edur dalam 

yclcnggaraan fungsi lain yang dibcrikan olch pimpinan scsuai 
gan tugas clan fungsinya. 
tu gas Sckretaris sebaga.imana dimakaud pada aya1 (1 ), meliputl : 

enyuaun rencana kcgiatan dinas 11ebagai pedoman daJam 
laksanaan tugas; 

9endistribusikan dan mcmbcri petUnJuk pclaksanaan tugas; 
rrrnyusun rancangan, mcngoreksi, mcmaraf dan/atau 

nandatangani naskah dinas; 
mantau, mengawasi dan mengeva.luasl pelaksanaan tugas 
g.kup Dinas untuk mengctahui pcrkembangan pclaksanaan tugas; 

-,,i..;yu �sun rancangan, mcngoreksi, mcma.raf dan/atau 
" datangani nask.ah dinas; 
mpigikutl rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
�bantu kepala dinas mcrumuskan dan mcnctaplurn Rcncana 
S tcgis, Rcncana Kcrja dan Rencana Kerja Anggaran Dinas; 
m laksanakan Survey Kcpuasan Masyarakat dalam lingkup Dinas; 

I yuaun dan membuat Laporan Kincrja lnstansi Pcmcrintah 
D as; 
m ngoordinir penyusunan l..aporan Standar Pclayanan MinilllN 
Ii gkup Dinas; 
m ngoordinasikan pclaksanaan kcgiatan dalam lingkup Dinas 
se ingga terwujud koordinasi, rntegraai, sinkronisasi dan 
a· plifikasi pelaksanaan kcgiatan; 

I. m t'lgoordinasikan dan mclaksanakan penyusunan, progNlm, 
' ncanaan, pengcnda.lian, dan cva.luasi serta pelaporan kincrja 
M; 
goordinasikan dan melaksanakan pclayanan administrasi 

\.im, kcpcgawaian dan hukum dalarn lingkup Dinaa; 
ngoordinaaikan dan melaksanakan pclayanan administraai ,. 

ngan Dinas; 
yusun Standar Operasional Proscdur aeauai ''/!"" Jean cva1uasi Standar Opcraaiona.l 

ngan Dmas; 
x. m 'yelcnggarakan monitoring, cvaJuasi dan pengawasan 

pe )'CJenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pengendalian 
Pe cluduk, bidang Pengcmbangan Sumbcrdaya dan lnformasi 
Ke uarga, bidang Kcluarga Bcrencana dan Pembinaan Ketenagaan,' 

I bidang Pembcrdayaan Pcrempuan; 

angan; 
o. m nyclenggarakan dan mcngoordmasikan administrasi pcngaclaan, 

cliharaan clan pcnghapusan ootang; 
p. m �goordinasikan dan memfasilitasi kcgiatan organisasi clan 

ta laksana; 
q. m nyusun dan melaksanakan Standar Pclayanan dalam lingkup 

Di 1 s; 
r. 

1 

goordinasikan pelaksanaan Pcnilaian Mandiri Pclaksanaan 
' ormasi Birokrasi dalam lingkup Dmas; 

•· m nyelenggarakan fungsi Pejabat Pcngelola lnformasi Dokumentasi 
d ' lingkup Dinas; 

L m yuaun laporan hasil pclaksanaan tugas Sckretariat dan 
m ibbcrikan saran pertimbangan kcpada atasan sebagai bahan 
pe musan kebijakan; 

u. m rtifasilitasi pelaksanaan Sistem Pcngcndalian lntem Pemcrintah 
d lingkup Dinas; 

v. yusun Standar Opcrasional Prosedur sesuai rindan tugas dan 
akukan cvaluasi Standar Opcrasional Pn:iscdur dalam 

,. 
(31 

a. 
b. ,. 
d. 
,. 
f. 
� 

h. ,. 
j. 

k. 
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. 7. 

y. yelenggarakan koordinasi dan konsultas1 dengan Jembaga 
merintah dan non pemerintah da1am rangka penyelenggaraan 

u aan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga 
rencana dan uruaan Pcmberdayaan Pcrcmpuan clan Pcrlindungan l.k· ' z. 

1 

ilai kinerja Pcgawai Apacatur Sipil Negara seeuai ketentuan 
raturan Per Undang-undangan; 

"···��n�yusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 
n 

I 
berikan saran pertimbangan kepada Ataaan sebagal bahe.n 

l7Umusan kebijakan; dan 
bb. laksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

se ' ai dengan bidang tugasnya. 

Paragn,.fl 
Subbagian Program 

Pa""16 
(1) gian Program dipimpin oleh Kepala Subbagirtn Program 

mem Unyai tugas membantu Sekretaris dalam mcngumpulkan bahan 
dan flakukan penyusunan program, penyajian data dan penyusunan 
Japo . 

(2) urer ' tugas Kepala Subbagian Program aebagaimana dimaksud pada 
ayat ( ), meliputi: 
a. m nyusun rencana kegiatan Subbagian Program sebagai pedoman 

d pelaksanaan tugas; 
b. m hdistribusikan dan membcri petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. m t?lantau, mengawasi dan mengcvaluasi pelaksanaan tugas dalam 

Ii ' ngan Dinas untuk mengetahui pcrkemba.ngan pclakaanaan 
tu ' s; 

d. l'!yusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
randatangani naskah dinas; 

e. gikuti rapet-rapat sesuai bidang tugasnya, 
f. m ' bantu Sekretaris merumuskan Visi dan Misi serta Rencana 

S tegis dan Rencana Kerja Dinaa; 
g. m hyusun dan membuat dokumen Le.poran Kinerja lnstansi 

' . tah Di enn nas; 
h. yusun Japoran Standar Pelayanan Minimal lingkup Oinae; 
1. goordinasikan, menyiapkan bahan data dan informasi program 

d melakukan penyusunan perencanaan program dan kegiatan 
• 

1 p Dinae; 
J· m ilyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi 

ki brja; 
k. m tl.gumpulkan bahan dan menyusun laporan perjanjian kinerja 

Di 1 s· ' . I. m ngumpulkan bahan dan menyusun Rencana Kinerja Tahunan 
d ' lingkup Dinas; 

m. m �yusun \aporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Program dan 
m lllberikan saran pertirnbangan kepada atasan sebagai bahan 

' musan kebijakan; 
n. m laksanakan penyiapan bahan dan penyusunan Rencane. Kcrja 

ggaral1 dalain lingku p Dinas; 
o. m �yusun Standar Operasional Prosedur sesuai rincian tugas dan 

m lakukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 
p. m 'flksanakan monitoring, evaluasi dan penge.wasan l elenggaraan kebijakan teknis di Bidang Subbagian Program; 

\ 
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q. rnginven�!la.Si dan mengkaji permasalahan yang berhubungan 
d rgan bidang t\lgasnya dan mcnyiapkan bahan petunjuk 

, ecahan masalah; 
r. elaksanalcan koordinaai dan konsultasi dengan lernbega 

merintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
san Pemerintahan bidang Pengcndalian Penduduk, Keluarga 
ncana dan uruaan Pemberdayaan Percmpuan dan Perlindungan 
• 

a. �nilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara aesuai ketentuan 
t'fSturan Per Undang-undangan; 

t. mpiyusun \aporan hasil pelaksanaan tugas Kepela Dinas dan 
lllf'Tiberikan saran pertimbangan kepada Ataaan sebagai ba.han 
��musa.n kebijakan; dan 

u. �akaanakan tups kedinaa.an lain yang dipcrintahkan 11tasan 
sdsuai dengan bidang tugasnya. 

-...,, 
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum 

Pasal 7 
fl) Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala 

Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas 
Sekretaria dalam mengumpulkan bahan dan melakukan 

uru ketatausahaan, pelayanan informaai, adminiatrasi pengadaan, 
peme iharaan dan penghapusan bara.ng, urusan rumah tangga eerta 

Iola administ:ra.si kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dinas. 
(2) tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum 

,ba�·mana dtmak•ud pada ayat (1), meliputi: 
a. m hyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan 

H kum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. distribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. tau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

1kungan Dinu untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan 
tu s; 

d. nyusun rancangan, mengoreksi, mema.raf dan/atau I datangani naskah dinas; 
e. ' gikuti rapat-rapat aesuai bidang tugasnya; 
f. laksanakan dan mengcvaluasi pelaksanaan Survey Kepuasan 

"'arakat lingkup Dinas; 
g. m 

I 
bantu Sekretaris menyusun dan mcmbuat Laporan Analisis 

J , tan, Analisis Beban Kerja dan Evalua.s, Jabatan; 
h. m lakukan peng.kla.siftkasian surat menurutjenisnya; 
i. m�lakukan pengelolaan arsip naskah dinaa dalam lingkup Dinaa; 
j. m�nyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, 

pe ·atribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 

k. m nyiapkan bahan dan menyuaun daftar inventariaaai barang sena 
m nyusun Japoran bare.ng inventaris; 

I. m lakukan, menyiapkan dan mengoordinaaikan pengelolaan urusan 
ru tangga dinas; 

m. m nyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan dan melakukan 
ev asi dalam lingkup Oinas; 

n. goordina.aikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, 
yajian data dan infonnaai serta fasilitaai pelayanan informasi ' 'pengaduan da.lam lingkup Dinas; 

. 8. 

q. rnginven�!la.Si dan mengkaji permasalahan yang berhubungan 
d rgan bidang t\lgasnya dan mcnyiapkan bahan petunjuk 

, ecahan masalah; 
r. elaksanalcan koordinaai dan konsultasi dengan lernbega 

merintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
san Pemerintahan bidang Pengcndalian Penduduk, Keluarga 
ncana dan uruaan Pemberdayaan Percmpuan dan Perlindungan 
• 

a. �nilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara aesuai ketentuan 
t'fSturan Per Undang-undangan; 

t. mpiyusun \aporan hasil pelaksanaan tugas Kepela Dinas dan 
lllf'Tiberikan saran pertimbangan kepada Ataaan sebagai ba.han 
��musa.n kebijakan; dan 

u. �akaanakan tups kedinaa.an lain yang dipcrintahkan 11tasan 
sdsuai dengan bidang tugasnya. 

-...,, 
Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum 

Pasal 7 
fl) Umum, Kepegawaian dan Hukum dipimpin oleh Kepala 

Umum, Kepegawaian dan Hukum mempunyai tugas 
Sekretaria dalam mengumpulkan bahan dan melakukan 

uru ketatausahaan, pelayanan informaai, adminiatrasi pengadaan, 
peme iharaan dan penghapusan bara.ng, urusan rumah tangga eerta 

Iola administ:ra.si kepegawaian dan hukum dalam lingkup Dinas. 
(2) tugas Kepala Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum 

,ba�·mana dtmak•ud pada ayat (1), meliputi: 
a. m hyusun rencana kegiatan Subbagian Umum, Kepegawaian dan 

H kum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
b. distribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. tau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

1kungan Dinu untuk mengetahui perkembangan pelakaanaan 
tu s; 

d. nyusun rancangan, mengoreksi, mema.raf dan/atau I datangani naskah dinas; 
e. ' gikuti rapat-rapat aesuai bidang tugasnya; 
f. laksanakan dan mengcvaluasi pelaksanaan Survey Kepuasan 

"'arakat lingkup Dinas; 
g. m 

I 
bantu Sekretaris menyusun dan mcmbuat Laporan Analisis 

J , tan, Analisis Beban Kerja dan Evalua.s, Jabatan; 
h. m lakukan peng.kla.siftkasian surat menurutjenisnya; 
i. m�lakukan pengelolaan arsip naskah dinaa dalam lingkup Dinaa; 
j. m�nyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, 

pe ·atribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan 

k. m nyiapkan bahan dan menyuaun daftar inventariaaai barang sena 
m nyusun Japoran bare.ng inventaris; 

I. m lakukan, menyiapkan dan mengoordinaaikan pengelolaan urusan 
ru tangga dinas; 

m. m nyiapkan bahan penyusunan Standar Pelayanan dan melakukan 
ev asi dalam lingkup Oinas; 

n. goordina.aikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, 
yajian data dan infonnaai serta fasilitaai pelayanan informasi ' 'pengaduan da.lam lingkup Dinas; 



. 9. 

sumber daya 

yiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi 
aan Sistem Pengcndalian Intern Pemerintah dalam lingkup 

0. 

,. 

v. 

w 

D s; 
p.

1;;".Jkan bahan, menghimpun dan mongelola da<a kehadl� 

q. mpersiapkan dan mengoordinas1kan pclaksaanaan rapat Dinas, 

0 � bendcra, kehuma!JaJl dan keprotokolcran dalam lingkup 
' ' r. m ngoordinaslkan dan mem!asilltasl administrasl surat tugas dan 
alanan dinaa pegawai; 

ryiapkan bahan, mengoordinasikan dan mcmfasilitasi kegiatan 
or isasi dan tatalaksana; 

t. m lakaanakan pcngumpulan bahan Penilaian Mandiri Pclalcaanaan 
R ormasi Birokrasi dalam lingkup Dinas; 

u. m �yiapkan bahan dan mengclola administrasi kepcgawaian dala.m 
h p Dtnas; 

nyusun rencana kcbutuhan pengcmbangan 
usia aparatur dala!n lingkup Dinas; 

l'l.yiapkan bahan perumuaan kcbiJakan pembinaan, peningkatan I petensi, dis.iplin dan kei,ejahteraan Aparatur Sipil Negara dalam 
up Oinas; 

x. m nyiapkan bahan dan mcngoordina.sikan administrasi pcnyusunan 
p ' uk hukum di lingkup Dinas; 

y. m Clgumpulkan bahan, mengoordinaalkan dan menindaklanjutl 
la 'ran basil pcmeriksaan dala.m Hngkup Dinas; 

z. m nyusun laporan hasil pclaksanaan tugas Subbagian Umum, 
K gawaian, dan Hukum, serta memberikan saran pertimbangan 
ke da atasan sebagai bahan perumuaan kebuakan; 

aa.m �yuaun dan melaksanakan Standar Operaaional Proaedur se,ua.1 
'·an tugaa dan melakukan evaluasi Standar Operaaional 
�ur dalarn lingkup Dinas; 

bb. m laksanakan monitoring. evaluasi dan pengawasan 
pe yelengga.raan kebijakan teknis di Bidang Subbagian Umum, 
K ' gawaian dan Hukum; 

yusun laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengawasan 
elenggara.an kebijakan teknis di bidang Subbagian Umum, 

' gawaia.n dan Hukum; 
I ginventariaaai dan mengkaji pennaaelahan yang berhubungan 
I bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 

pe ecahan masalah; 
ee. m taksanakan koordinasi dan konsultasi dengan iembaga 

pe I erintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
san Pcmerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga 
ncana dan urusan Pcmberdayaan Pcrempuan d.an Pcrlindungan 

' . 
' ff. m J.iiai kinerja Pcgawai Apa11ltur Sipil Negara sesuai ketentuan 

Peituran Per Undang-undangan; 
gg. m J.yusun laporan hasil petaksanaan tugas Kepala Oinas dan 

m rtiberikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
pe : musan kebijakan; dan 

hh. m laksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan I tai dengan bidang tugasnya. 
\ 
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f'aragraf3 
Subbagian Kcuangan ...... 

g. 

,. 
t. 

q. 
•· 

r. 

(II Sub · Keuangan dipimpin olch Kcpala Subbagian Kcuangan 
mcm ,unyai tugas membantu Sekretaris dalam mcngumpulkan bahan 
dan o:ictakukan pcngclolaan administrasi dan pclaporan keuangan d ' lingkup Oinas. 

(2) Urai : tugas Kcpala Subbagian Kcuangan sebaga1mana dimaksud pada ayat !J, mcliputi: 
a. �yusun rencana kegiatan Subhagian Keuangan sebagai pedoman 

d� pclaksanaan tugas; 
b. mpidistribusikan dan memberi pctunjuk pclaksanaan tugas; 
c. �tau, mengawasi dan mengevaluaei pclakllll1laan tugu daJam 

ngan Oinas untuk mcngctahui pcrkcmbangan pelaksanaan 
t 

d. yuaun rancangan, mengorclu,i, memaraI dan/atau I 
andatanga.ni naakah dinas; 

ngikuti rapat-rapat sesuai bidang tuge.snya; 
pibantu Sekreta.ris menyiapka.n bahan, mcnyusun dan 

muskan Dokumcn Pelaksanaan Anggaran lingkup Dinas; 
, gumpulkan bahan, mcngoordinasikan dan mcnyusun rencana 
utuhan barang unit, rcncana kcbutuhan ga,ji pegawai, dan �·'f""'� proycksi pcndapatan sebagai ba.han pcnyu,unan llflgganJl 0·.1, 

h. m lakukan verifikasi kclcngkapan administraai pcnatausahaan 
kc 'anga.n Dinas; 

i. m hgoordinasika.n pelaksa.naan akuntansi pcngcluaran dan 
crimaan kcuangan dalam lingkup Dmaa; 

J. m hyiapkan bahan dan menyusun laporan kcuangan dalam lingkup o· . 
k. m 

� i' �sun realisasi pcrhitungan angganm dalam lingkup Oinas; 
I. m gcvaluasi pelaksanaan tugas bcndaharawan dalam lingkup 

Di I s.: 
m. m Cgumpulkan bahan, mcngoordinasikan dan menindaklanjuti 

ij ' ran basil pcmcriksaan kcuangan dalam lingkup Dinas; 
n. m I yu:,un dan mclaksanaka.n Standar' Operaeicnal Proeedur sesuai 

ri dian tugas dan mclakukan cvaluasi Standar Operasional 
iliedur; 

o. m ihl<8anakan monitoring, evaluasi dan pcngawasan 
poN'y,elcnggaraan kcbiJakan tcknis di Bidang Subbagian Keuangan; 

'yusun laporan hasil monitoring, cvaluasi dan pengawasan 
elenggaraan kcbijakan tcknis di bidang Kcuangan; 
ginventanaaai dan mengkaji pcnnaaa.lahan yang berhubungan 

bidang tugasnya dan mcnyiapkan ba.han petunjuk 
iecehen masalah; 
' sa.nakan koordinasi dan konsultasi dcngan lcmbaga 
'crintah dan non pemerintah dalam rangk.a pcnyclcnggaraan 

u I.an Pemerintahan bidang Pengcndalian Penduduk, Kcluarga 
Be 'ncana dan urusan Pembcl'dayaan Perempuan dan Perlindungan 

' 
:,. '· · kinerja Pega.,.,'81 Aparatur Sipil Negara sesuai ketcntuan 

' turan Per Undang-undangan; 
t. yueun laporan haal.1 pclaksanaan tugas Kcpala Dinas dan 

' berikan saran pcrtimbangan kepada Ataaan scbagai be.ban ' 
musa.n kcbijakan; dan 
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u. laksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
luai dengan bidang tugasnya. 

Bagian Ketiga 
Bidang Pengendalian Penduduk 

Pual9 
(1) Bid g Pengendalian Penduduk dipimpin oleh Kepala Bidang 

Peng hdalian Penduduk mempunyai tug.as membantu Kepala Dinas 
dal I melakukan Pengelolaan Penduduk, Penggerakan dan Peran Serta 
��� 

1 uk.t sena Pembangunan Keluarga di Bidang Pengendelian 

(21 Untu ' melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (IJ, 
Ke Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi : 
a. '1.yusunan kebijakan teknis dan pcnyelenggaraan tugas program I 

kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk; 
b. �binaan, pcngoordinasian, pcngendaJian dan pcngawasan 

p dan kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk; 
c. byelenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program 

kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk; dan 
d. yelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

'gan tugas dan fungsinya. 
(3) tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk sebagaimana 

dima tud pada ayat (!), meliputi : 
a. m flyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Penduduk sebagai 

man dalarn pelakaanaan tugas; 
b. m ' distribusikan dan memberi pctunjuk pclaksanaan tugas; 
c. m tau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

Im,gkungan Dinas untuk pcdoman pelaksanaan tugas; 
d. m fYUSUn rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 

m andatangani naskah dinas; 
e. gikuti rapat-rapat seauai bidang tugasnya; 
f. yusun dan merencanakan pengendalian pcnduduk dalam 

j gka waktu menengah danjangka panjang secara berkelenjutan: 
g. m iencanakan dan menetapkan kebijakan sinkronisasi 

pe 
I dalian pcnduduk antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

D ' ; 
h. m +:ncanakan dan menetapkan kebijakan dukungan pcngendalian 

pc uduk; 
i. m i!umuskan dan menetapkan indikator, parameter clan 

de 1 
• an pcngendalian pcnduduk; 

j. m f):yusun rencana pcngo\ahan data kegiatan kependudukan dan 
k )tdinasi dengan instanai terkait termasuk Statistik dan Dinas 
Ke ndudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang; 

k. muskan dan menetapkan pcngembangan program 
endalian pcnduduk; 

I. sanakan koordmasi lintas selctor untuk mempcroleh daya 
' ng dan aumber daya dalam merumuskan kebijakan, 
'ncanae.n dan pclaksanaan pengendalian penduduk; 
'yusun dan melaksanakan Standar Opcmsional Prosedur sesuai 
"an tugas dan melakukan evaluasi Standar Opcrasional 

ur: 
n. m elenggaraka.n 

pc elcnggaraan 
Pe iuduk; 

monitoring, evaluaai dan 
kebijakan teknis di Bidang 

pengawasan 
Pengendajjan \ 
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o. laporan hasil monitoring, evaluasi dan pengawaeen 
yelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pengendalian pduduk; 

p. enginventariaaai dan mengkaJi pennasalahan yang berhubungan 
d flgan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk 
�fecahan masalah; 

q. yelenggarakan koordinalli dan konsultasi dengan lembaga 
erintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 

, san Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga "1i"ncana dan uruean Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

ilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 
turan Per Undang-undangan; 

,. �Ff'yusun laporan has.ii pelaksanaan tugae Kepala Dinas dan 
, 

1 
berikan saran pertimbangan kepa.da Atasan sebagai bahan 

la1:"!l8.n kebijakan; dan 
sanakan tugae kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

ai dengan bidang tugasnya. 
t. 

,. 

Bagian Keempa.t 
Bidang Pengembangan Sumberdaya 

dan Infonnasl Keluarga 

dan/atau 

' 
memaraf 

a. 

b. 

b. ,. 

•• 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
Bidang Pengembangan Sumberdaya dan lnfonnasi Keluarga 
nggarakan fungsi : 

'lJyu ·sunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program 
kegiatan Bidang Pengembangan Sumberdaya dan lnformasi ..... ; 

binaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan poppom dan kegiatan Bidang Pengembangan Sumberdaya dan 
In 1nnasi Keluarga; 
�n,elenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program 
d kegiatan bidang Pengembangan Sumberdaya dan Informasi 
K arga; dan 

elenggaraan fungs1 lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
tugas dan fungsinya. 

tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya dan lnformasi 
sebagaimana dima.ksud pa.da ayat (I), me!iputi: 

'yusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Sumberdaya 
lnrormasi Keluarga aebagai pedoman dalam pelaksanaan tuga.s; 
distribusikan dan memberi petunjuk pelaksa.naan tugas; 
antau, mengawas1 dan mengevaluaai pelaksa.naan tugas dalam 

' ngan Dmas untuk mengetahui perkembangan pela.ksanaan 
ru� ',· ' ' d. m sun rancangan, mengoreklli, 
m andatangani na.akah dinaa; 

e. m gikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 

d. 

,. 

Pua! 10 
(IJ Pengembangan Sumberdaya dan Informasi Keluarga di pimpin 

pala Bidang Pengembangan Sumberdaya dan lnformasi Keluarga 
mem 0.nyai tugas mcmbantu Kepa.la Dinas dalam melakaanakan 
Prom *i Keluarga Berencana dan Komunikui, lnfonnasi dan Edukaei, 
Anal! : dan Evaluasi Program serta Pengembangan Sumberdaya 

121 

13) 
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nggarakan fungsi : 

'lJyu ·sunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program 
kegiatan Bidang Pengembangan Sumberdaya dan lnformasi ..... ; 

binaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan poppom dan kegiatan Bidang Pengembangan Sumberdaya dan 
In 1nnasi Keluarga; 
�n,elenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program 
d kegiatan bidang Pengembangan Sumberdaya dan Informasi 
K arga; dan 

elenggaraan fungs1 lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
tugas dan fungsinya. 

tugas Kepala Bidang Pengembangan Sumberdaya dan lnformasi 
sebagaimana dima.ksud pa.da ayat (I), me!iputi: 

'yusun rencana kegiatan Bidang Pengembangan Sumberdaya 
lnrormasi Keluarga aebagai pedoman dalam pelaksanaan tuga.s; 
distribusikan dan memberi petunjuk pelaksa.naan tugas; 
antau, mengawas1 dan mengevaluaai pelaksa.naan tugas dalam 

' ngan Dmas untuk mengetahui perkembangan pela.ksanaan 
ru� ',· ' ' d. m sun rancangan, mengoreklli, 
m andatangani na.akah dinaa; 

e. m gikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 

d. 

,. 

Pua! 10 
(IJ Pengembangan Sumberdaya dan Informasi Keluarga di pimpin 

pala Bidang Pengembangan Sumberdaya dan lnformasi Keluarga 
mem 0.nyai tugas mcmbantu Kepa.la Dinas dalam melakaanakan 
Prom *i Keluarga Berencana dan Komunikui, lnfonnasi dan Edukaei, 
Anal! : dan Evaluasi Program serta Pengembangan Sumberdaya 
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f. enyelenggarakan penyusunan kebijakan tentang Komunikasi, 
I �rmaai dan Edukasi di Bidang Pengembanga.n Sumberdaya dan 
1'11brmasi Keluarga.; 

g. gelola dan mengembangkan teknologi informaai sesuai denga.n 
k butuhan program keluarga berencana; 

h. , yelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan formulir 
, data.an dan pencatatan pelaporan program Keluarga Berencana; 

1. kan koordine.si, pemantauan, eve.luasi dan informasi 
hadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang 
gembangan Sumberdaya dan lnformasi Keluarga; 

j. yelenggarakan, mengendalikan dan mengolah penyajian data 
�� '• menganalisa. data Bidang Pengembangan Sumberdaya dan 

nnasi Keluarga.; 
k. hyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan 

h:i"berdaye. dan lnformasi Keluarga dan memberikan saran 
1 imbangan kepa.da atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; 

I. m nyuaun dan melaksanakan Standar Operasionsl Prosedur sesuai 
ri }ian tugas dan melakukan evaluasi Standar Operasional I ur; 

m. m yelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 
'yelenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pengembangan 

S *1berdaya dan ln(onnasi Keluarga; 
n. m ginventarisasi dan mengkaji permasaJahan yang berhubungan 

d 'gan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk ' ecahan masalah; 
o. m ityelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

erintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
u 'san Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga 

ncana dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan ' ' 
p. m ilai kinerja Pegawai Aparatur Srpil Negara eeeuar ketentuan 

Pe turan Per Undang·undanga.n; 
q. m yusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepe.la Dine.a dan 

m !fLberikan saran pertimba.ngan kepada Atasan sebagai bahan 
musan kebijakan; dan 

r. m lii.ksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
ee iai dengan bidang tuga.snya. 

Bagian Kelima 
Bidang Keluarga Berencana 

Pua] 11 
(I) Bidan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Bidang Keluarga 

Beren a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas de.lam 
akan pengelolaan Alat, Obat dan Kontraaepsi, pemberian 

kontrasepsi dan pembinaan peserta keluarga. berencana 
sehatan reproduksi. 

(2) mclaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pads ayat fl), 
,p,��idang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi : 

a. usunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program 
kegiatan Bidang Keluarga Berencana; 

b. pe binaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawuan 
p gram dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana; 

c. pe elenggaraan, monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas program 
d I kegiatan Bidang Keluarga Berencana; dan 1 
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d I kegiatan Bidang Keluarga Berencana; dan 1 
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d. yelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 
' gan tugas dan fungsinya. 

(3) ' tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana sebagaimana 
sud pa.da ayat (I), meliputi: 

a. yusun rencana kegiatan Bidang Keluarga Berencana sebagai 
h.oman dalam pelaksanaan tugas; 

b. 
1 

distribuaikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. 

1 
tau, mengawasi dan mengevaluasi pclaksanaan tugas 

I' gkup Dinas untuk mengetahui pcrkembangan pelaksanaan tugas: 
d. n¥,nyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau 
�datangani naskah dmas; 

e. lllfrgikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
r. canakan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dan 

yanan umum di Bidang Keluarga Berencana; 
g. ukan pembinaan dan melaksanakan program dan kegiatan di 

8, ang Keluarga Berencana; 
h. gkaji bahan perumusan pcmbinaan, pcngendalian pengawasan 

'�sanaan tugas di bidang penyusunan dan penetapan parameter 
1?uduk dan kerjasama pendidikan dan analisa dampa.k 

Ii ngan; 
L m yusun dan melaksa.nakan Standar Operaescnaj Prosedur dan 

m . ukan evaluasi Standar Operasional Prosedur; 
J. m lakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap 

yelenggaraan program dan kegiatan Bidang Keluarga Berencana: 
k. m berikan petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksan.aan 

tu s di Bidang Keluarga Berencana; 
I. m*elenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawasan 

' lenggaraan kebijakan teknia di Bidang Kelua.rga Berencana; 
m. m ginventariaasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan 

d bidang tugasnya dan menyiapkan bahan pctunjuk 
ecahan masalah; 

n. yelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan \embaga 
erintah dan non pemerintah dalarn rangka penyelenggaraan 
san Pemerinta.han bidang Pengendalian Penduduk, Ke\ua.rga 
ncana dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan "*' o. ilai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

' Pe turan Per Undang-undangan; 
p. m q,yueun laporan haeil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan 

m berikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai bahan 
pe musan kebijakan; dan 

q. sa.nakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
ai dengan bkiang tugasnya. 

Bagian Keenam 
Bidang Pemberdayaan Perempuan 

I I) Bidan 
Fem 
d 

(21 Untu 
Kepal 
a. pe 

Pasal 12 
Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang 
yaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

elaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan. 
�laksanakan tugas sebagaimana dirnaksud pada ayat (I), 

klang Pemberdayaan Perempuan menyelenggara.kan fungsi : 
sunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program 

I kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan; ' 
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q. sa.nakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 
ai dengan bkiang tugasnya. 

Bagian Keenam 
Bidang Pemberdayaan Perempuan 

I I) Bidan 
Fem 
d 

(21 Untu 
Kepal 
a. pe 

Pasal 12 
Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang 
yaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas 

elaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan. 
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sunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas program 

I kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan; ' 
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b. 

c. 
binaan, pengoordinasian, pengendalian dan pengawasan 

, dan kcgiatan Bidang Pcmberdayaan Pcrempuan; 
nyclcnggaraan, monitoring, cvaluasi dan pelaporan tugaa program 

kegiatan Bidang Pcmberdayaan Pcrempuan; dan I 
yeJcnggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan lilCSUai flgan tugas dan fungsinya. 
tugas Kepala Bsdang Pcmberdayaan Pcrempuan sebagairnana 

ud pad a ayat ( 11, mcliputi : 
a. yusun rencana kegiatan Bidang Pcmberdayaan Pcrempuan "��· pedoman da1am. pelaksanaan tugas; 
b. distribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 
c. tau, mcngawasi dan mcngevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

ungan Dinaa untuk mengetahui perkcmba.nga.n pelakaanaan 

d. 

d. yusun rancangan, mengorekai, memaraf dan/atau 
andatangani naskah dinas; 

e. gikuti rapat-rapat sesuai bidang tugasnya; 
f. m Jakukan pendataan kelompok-kelompok perempuan di Daerah; 
g. m f�ntuk kclompok-kclompok perempuan mcnurut kritcria dan 

fu sinya; 
h. m lakukan pembinaan, pelatihan dan sosialisaSI tentang program 

berdayaan perempuan; 
gcordenr Pcrumu61:1.n, penyiapan dan penyuaunan laporan 

crapan Standar Pelayanan Minimal Bidang PemberdayaRn 
mpuan; 

j. iakukan koordinasi dengan dinas, instansi lain dalam lingkup 
erintah Daerah dalam hal pemberdayaan perempuan termasuk 

1"ngkatan Sumber Da,ya Manuaia perempuan dan penyaluran 
tuan kepada kelompok perempuan; 

k. yelcnggarakan penyeraaian kriteria ke!ayakan pelakaanaan 
!iakan operasional perlindungan perempuan, anak dan 

P'jf":",autamaan gender; 
I. yelenggarakan pembinaan penyelengaraan pelaksanaan 

"akan operaaional perlindungan perempuan, anak dan 
pe I autamaan gender; 

llyuaun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur seauai 
ian tugaa dan melakukan evaluasi Standu Operaaional 

tedur; 
n. 'yelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawaaan 

elenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan 
puan; 

o. m yelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pe erintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
u Pemerintahan bidang Pengcndalian Penduduk, Keluarga 

ncana dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

(3) 

lain y=g dipermtahkan atasan ' 

q. 

. • 
p. m 1 'iJai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

Pe turan Per Undang-undangan; 
yusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dlnas dan 
berikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai baha.n 
musan kebijakan; dan 

tugaa kedinasan 
ee ai dengan bidang tuga.snya. 

,. m 
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ian tugaa dan melakukan evaluasi Standu Operaaional 
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n. 'yelenggarakan monitoring, evaluasi dan pengawaaan 

elenggaraan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan 
puan; 

o. m yelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 
pe erintah dan non pemerintah dalam rangka penyelenggaraan 
u Pemerintahan bidang Pengcndalian Penduduk, Keluarga 

ncana dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

(3) 

lain y=g dipermtahkan atasan ' 

q. 

. • 
p. m 1 'iJai kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan 

Pe turan Per Undang-undangan; 
yusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dlnas dan 
berikan saran pertimbangan kepada Atasan sebagai baha.n 
musan kebijakan; dan 

tugaa kedinasan 
ee ai dengan bidang tuga.snya. 

,. m 
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BAB V 
KELOMPOK JABATAN FUNOSJONAL DAN PEIAKSANA 

Pual 13 
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
uan dan Perlindungan Anak dapat membentuk seju.mlah 
k jabatan rungsional dan pelaksana seauai dengan kebutuhan 

rdaaa.rkan ketcntuan peraturan perundang-undangan. 
k Jabatan Pungaional dan pelakaana aebagaimana dimakaud 

pada ayat (I) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan 
rung · na1 dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketcnruan 
pera ran perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan 
aiste kerja. 

BAB VI 
TATA KERJA 

Bagian Kedua 
gendalian dan Evaluasi, serta Pelaporan dan Pengawasan 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan Togas dan Pungsi 

Pasal 14 
(1) Dinas dalarn melaksanakan tugaa dan funpinya berdasarkan 

umum yang ditetapkan oleh Bupati aeauai dengan 
uan peraturan perundang-undangan; 

(2) Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
icnaj, dan Pelaksana dalarn lingk:up Dmaa melaksanakan tugaa 
ngai seauai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

menerapkan prtneip hierarki, koordinaai, kerja1&.ma, integraai, 
nisaai, simplifikaai, akuntabilitaa, tranapara.nai, eerte efektilitas 
fis.iensi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang· 
gan; 

(3) Dinaa, Sekretaris, Kepe.Ja Bidang, Kepala Subbagian, dala.m 
ngan Dinas mengembangkan koordinaai dan kerjasama dengan 
ai pemerintah/swasta tcrkait dalam rangk:a meningkatkan 

dan memperlancar pelaksa.naan tugas dan fungsi Dinas. 

(I) Ke 
!in 

(2) 

Pasal 15 
f Dina,, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dalam 
ngan Dinas dalam melaksana.kan tugasnya, melakukan 
dalian dan evaluaai aerta melaksanakan rapat koordinasi 
berkala dan/atau sesuai kebutuhan; 
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 

onal, dan Pelaksana dalarn lingkungan Dinas wajib memaruhi 
uk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan aecara 

dan/atau aesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan 
-masing; 

(3) __ lrOinas, Sekretaris, Kepa.Ja Bidang, Kepala Subbegian dan dalarn 
gan Dinas melaksanakan pengawasan seauai dengan 

\ an peraturan perundang-undangan. 

{I) 

(2) 
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k jabatan rungsional dan pelaksana seauai dengan kebutuhan 

rdaaa.rkan ketcntuan peraturan perundang-undangan. 
k Jabatan Pungaional dan pelakaana aebagaimana dimakaud 

pada ayat (I) melaksanakan tugas sesuai dengan bidang jabatan 
rung · na1 dan pelaksana masing-masing berdasarkan ketcnruan 
pera ran perundang-undangan dengan berpedoman pada pengaturan 
aiste kerja. 

BAB VI 
TATA KERJA 

Bagian Kedua 
gendalian dan Evaluasi, serta Pelaporan dan Pengawasan 

Bagian Kesatu 
Pelaksanaan Togas dan Pungsi 

Pasal 14 
(1) Dinas dalarn melaksanakan tugaa dan funpinya berdasarkan 

umum yang ditetapkan oleh Bupati aeauai dengan 
uan peraturan perundang-undangan; 

(2) Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 
icnaj, dan Pelaksana dalarn lingk:up Dmaa melaksanakan tugaa 
ngai seauai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

menerapkan prtneip hierarki, koordinaai, kerja1&.ma, integraai, 
nisaai, simplifikaai, akuntabilitaa, tranapara.nai, eerte efektilitas 
fis.iensi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang· 
gan; 

(3) Dinaa, Sekretaris, Kepe.Ja Bidang, Kepala Subbagian, dala.m 
ngan Dinas mengembangkan koordinaai dan kerjasama dengan 
ai pemerintah/swasta tcrkait dalam rangk:a meningkatkan 

dan memperlancar pelaksa.naan tugas dan fungsi Dinas. 

(I) Ke 
!in 

(2) 

Pasal 15 
f Dina,, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian dalam 
ngan Dinas dalam melaksana.kan tugasnya, melakukan 
dalian dan evaluaai aerta melaksanakan rapat koordinasi 
berkala dan/atau sesuai kebutuhan; 
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat 

onal, dan Pelaksana dalarn lingkungan Dinas wajib memaruhi 
uk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan aecara 

dan/atau aesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan 
-masing; 

(3) __ lrOinas, Sekretaris, Kepa.Ja Bidang, Kepala Subbegian dan dalarn 
gan Dinas melaksanakan pengawasan seauai dengan 

\ an peraturan perundang-undangan. 



Serene 
Daerah 
dengan 
pemenn 

- 17 - 

BAB VII 
KETEN11JAN PERAUHAN 

Paaa! 16 
yang mengatur sub koordinator dalarn Peraturan Bupat:i Pinrang 
Tahun 2021 tentang Keduduka.n, Susunan Organisasi, Tugas 

si sena Tata Kerja Dinas Pengcndalia.n Pcnduduk, Keluarga 
, Pembcrdayaan Perempuan da.n Perllndungan Anak (Serita 
bupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 58), tetap bcrlaku sampaf 
itetapka.nnya peraturan bupati tentang aistem kerja pada 

daerah. 

BAB VJ 
KETENTIJAN PENUllJP 

Pasal 17 
rlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Pinrang Nomor 

2021 tentang Kedudukan, Suaunan Organi-.ei, Tugas dan 
Fungai rta Tata Kerja Dinas Pengcndalian Penduduk, Keluarga 
Berenc , Pembcrdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita 
Daerah bupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 58), dies.but da.n 
dinyata>� tidak bcrlaku. 

Pasal 18 

Bupati ini mulai bcrlaku pada tangga.I diundangka.n. Agar 9etiap 
getahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupa.ti ini 
empatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang. 

Ditetapkan di Pinrang 
pada tanggal� .fuMi �.t� 

BUPATI PINRANG, 

BU A A 

di Pinryrng 
(19 jUM.\ ,c<J.' 

IS DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

IR�AMID' 

BERIT RAH KABUPATEN PJNRANG TAHUN 2023 NOMOR 

/ 

Serene 
Daerah 
dengan 
pemenn 

- 17 - 

BAB VII 
KETEN11JAN PERAUHAN 

Paaa! 16 
yang mengatur sub koordinator dalarn Peraturan Bupat:i Pinrang 
Tahun 2021 tentang Keduduka.n, Susunan Organisasi, Tugas 

si sena Tata Kerja Dinas Pengcndalia.n Pcnduduk, Keluarga 
, Pembcrdayaan Perempuan da.n Perllndungan Anak (Serita 
bupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 58), tetap bcrlaku sampaf 
itetapka.nnya peraturan bupati tentang aistem kerja pada 

daerah. 

BAB VJ 
KETENTIJAN PENUllJP 

Pasal 17 
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BUPATI PINRANG, 

BU A A 

di Pinryrng 
(19 jUM.\ ,c<J.' 

IS DAERAH KABUPATEN PINRANG, 

IR�AMID' 

BERIT RAH KABUPATEN PJNRANG TAHUN 2023 NOMOR 

/ 



I 

I 
0 i • •t ��5, 

�� 
co. •<w 

�i 
0.,: 
� [:l � ie ��� ��e 

0 
�·- 

i 
"o 

•• 0::, I>) Q .. 
� . � i:i ;;; ;;, I 

;� 
It: :) Cl ii I I � j :,r 

� 

���rl �., o�i 
!;, 

. , 0<, 
�., :l 

.,. 
• 

c, 
� •• ,� 

� 

w •• m 
� 

i! I! 
"" , • •• ' •• a • 

!� 
�! VJ 

� 

ii 
�� a 

,. 
�� 

� 2• �� 

� •• �!� f:! 
••• i • o"-::< . i!il� 

�. -� 
i,- ii •• 

�3 
�� 

• l� ia8 ••• il !ii e e 

' 

I 

I 
0 i • •t ��5, 

�� 
co. •<w 

�i 
0.,: 
� [:l � ie ��� ��e 

0 
�·- 

i 
"o 

•• 0::, I>) Q .. 
� . � i:i ;;; ;;, I 

;� 
It: :) Cl ii I I � j :,r 

� 

���rl �., o�i 
!;, 

. , 0<, 
�., :l 

.,. 
• 

c, 
� •• ,� 

� 

w •• m 
� 

i! I! 
"" , • •• ' •• a • 

!� 
�! VJ 

� 

ii 
�� a 

,. 
�� 

� 2• �� 

� •• �!� f:! 
••• i • o"-::< . i!il� 

�. -� 
i,- ii •• 

�3 
�� 

• l� ia8 ••• il !ii e e 

' 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

